
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPUI.AUAN SEI.AYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi

koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Komisi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota serta Instansi/Lembaga

Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi

Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar tentang Badan Koordinasi

Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar;

Mengingat.
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Undang-Undang Nomor L4 Tahun Tahun 2018

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor t82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undalg-Undang

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

35 Tahun 2Ol4 tentang Badan Koordinasi Hubungal

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

Pemilihal Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 32Ol

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
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Republik...
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor A77l;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2A2O Tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lJmum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenfKota,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2A2A tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerl'a Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten I Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahul;-

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor L72 /HM.O2-Kptl 06 /KPU /fil/ 2O2L

tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum;
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG BADAN

KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
kelancaran arus informasi antar satuan kerja;

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan

Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga

pemerintah tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar ;

c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan

kehumasan;

d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan

data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar tahun 2024.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungiawab.

KELIMA.
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KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ANDI DEWANTARA

ttd

LIHA
Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Idrus

\1,

t
t

Andi\
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SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 3 Januari 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMIST PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ANDI DEWANTARA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

-t

NO Jabatan JABATAN JABATAN DALAM
ORGANISASI

1 Andi Dewantara Ketua KPU Kabupaten Kepulauan
Selayar Pembina

2 Ahmad S.
Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

Pembina

3 Muhamad Arsat Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

Pembina

4 Iskandar Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

Pembina

5 Mansur Sihadji Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar

Pembina

6 Ahmad Basri Sekretaris KPU Kabupaten
Kepulauan Selayar Ketua

7 Bustanuddin
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu, Partisipasi,
dan Hubungan Masyarakat

Ketua Pelaksana

8 Andi Ruslam Idrus Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia Anggota Pelaksana

9 Nur Salim Pelaksana Pengelola Media Sosial

Andi Ruslam Idrus
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